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Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa posisi Peraturan Bank Indonesia sebagai aturan 

pelaksana dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

tidak sejalan dengan TAP MPR III Tahun 2000 tentang  Sumber  Hukum  dan  Tata  

Urutan  Peraturan  Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi berdasarkan 

ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dari segi struktur 

kelembagaan Bank Indonesia sebagai lembaga yang memproduk Peraturan Bank 

Indonesia, maka kedudukan Bank Indonesia berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif 

sehingga kedudukannya tidak sejajar dengan lembaga presiden, maka produk 

hukumnya (Peraturan Bank Indonesia) tidak dapat disetarakan dengan Peraturan 

Pemerintah (PP). Namun secara fungsional sebagai ketentuan pelaksana undang-

undang, maka Peraturan Bank Indonesia dapat disejajarkan dengan Peraturan 

Pemerintah kalau Undang-undang memerintahkan pengaturan lebih lanjut dengan 

Peraturan Bank Indonesia bahkan dalam lingkup tugas dan wewenang Bank Indonesia 

sebagai Bank Sentral yang independen (sebagaimana diatur dalam UUD), Pemerintah 

tidak boleh ikut mengatur apalagi mengeluarkan Peraturan Pemerintah, berdasarkan hal 

tersebut Peraturan Bank Indonesia dapat dimasukkan dalam subtansi hierarki peraturan 

perundang-undangan. Perintah Undang-undang untuk mengatur lebih lanjut disebut 

“hierarki fungsional” dimana urutan hierarki ditentukan berdasarkan prinsip 

“delegation and subdelegation of rule-making power”. Sedangkan “hierarki sturktural” 

adalah perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terhadap peraturan 

perundang-undangan yang lebih rendah, secara formal telah ditentukan urutannya oleh 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 

 

Peraturan Bank Indonesia sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 Tentang Perbankan Syariah kalau dilihat secara parsial dari  hierarki peraturan 

perundang-undangan maka jelas tidak sesuai, akan tetapi dari sudut pandang yang 

komprehensif, meskipun Peraturan Bank Indonesia tidak termasuk dalam salah satu 

hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi diperintahkan oleh Undang-undang 

tersebut untuk mengatur lebih lanjut dalam beberapa ayat dalam atau dengan Peraturan 

Bank Indonesia. Dalam logika hukum Peraturan Bank Indonesia pada hakikatnya 

mendapat tempat yang sejajar dengan Peraturan Pemerintah dalam hierarki peraturan 

perundang-undangan karena diperintahkan secara khusus oleh Undang-undang untuk 

mengatur perbankan syariah. Ditinjau dari aspek hukum hierarki peraturan perundang-

undangan dikonfirmasi dan dianalogikan dengan peraturan perundang-undangan (UUD 

1945 Pasal 23D  dan Undang-undang tentang Bank Indonesia), maka Peraturan Bank 

Indonesia sudah tepat menjadi aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah. 

 


